
LAM TEKNIK bertekad menjadi:

Katalisator Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia

Sosialisasi Akreditasi Menuju Unggul 

KEBIJAKAN LAM TEKNIK 
Pasca PERMEN RISTEKDIKCUD 53/2023



Tujuan Acara 

TUJUAN

• Memberikan pemahaman dan mengantisipasi perubahan peraturan
PENJAMU (terutama Permen Ristekdikbud nr 53 tahun 2023)

• Memberikan dorongan kepada Prodi-prodi agar bersemangat
meningkatkan mutu Pendidikan tinggi keteknikan dan meraih
akreditasi Unggul



Keterwakilan Pengurus & Asesor→ Stabilitas

Wilayah
Jenjang Barat Tengah Timur

Vokasi √ √ √

Akademik √ √ √

PS PPI √ √ √

❖ 350 Asesor dari seluruh tanah air 🡪 target 600 Asesor di 2025(?)
❖ Asesmen dilakukan oleh Asesor terdekat (beda kota/kabupaten)

❖ 38 Pengurus

❖ + Indonesia bagian Timur 
(Unggul)
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LAM TEKNIK:



Alur Akreditasi

1 3 5

642

Pendaftaran Akun

Pendadtaran akun pengguna di 
website LAM Teknik dengan 
melampirkan permohonan 

pembuatan akun dan berkas.

Penetapan Hasil

Pengumuman hasil di 
website, penerbitan

SK, Sertifikasi akreditasi.

Pengajuan Akreditasi

Permohonan, pengunggahan berkas 
administratif, verifikasi permohonan, 

pemberitahuan hasil verifikasi,, pembayaran.

Asesmen Lapangan (AL)

Penjadwalan, penugasan asesor dan 
validator, pemberitahuan ke Prodi, 
pelaksanaan, pelaporan hasil oleh 

asesor dan validasi hasil AL

Penerimaan Dokumen 

Menerima dan memeriksa 
kelengkapan dokumen, penetapan 

peringkat.

Asesmen Kecukupan (AK)

Pemberitahuan ke Prodi, penugasan Asesor, 
Penetapan Asesor dan Validator, Penetapan 

jadwal, Pelaksanaan, pelaporan hasil oleh 
asesor dan validasi hasil AK.



Siklus Akreditasi 🡪 memudahkan semua pihak

▸ Pelaksanaan akreditasi di bawah LAM Teknik terbagi dalam 3 batch pertahun dengan 
rincian:

1. Batch 1 : Minggu ke-1 bulan Januari – Minggu ke-3 bulan April (15 Minggu)
2.  Batch 2 : Minggu ke-1 bulan Mei – Minggu ke-3 bulan Agustus (15 Minggu)
3.  Batch 3 : Minggu ke-1 bulan September – Minggu ke-3 bulan Desember (15 Minggu)



Instrumen utk Program Studi



• Basic Science

• Capstone Design

• Standar Lab

• Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3)

• Dll

Kekhasan Instrumen 

LAM TEKNIK:



Biaya

Subsidi Biaya Akreditasi oleh Pemerintah
(lanjut 2024)

Penyerapan tahun 2022 < 50%

https://bantuanaps.kemdikbud.go.id/



Komitmen Transparansi Keuangan: 

Wajar Tanpa Perkecualian (WTP)

Laporan WTP 
2022

Laporan WTP 
2023

https://pelita-api.kemenkeu.go.id/api/VerifikasiLai?code=3ccec729-0e7a-4fe2-8f54-c1f162fd1ea7

2022

2023



No. Hari, tanggal Acara Peserta/Moda
1Rabu, 1 12 2021 Sosialisasi LAM Teknik di lingkungan LLDIKTI 1, 7, dan 10 1086 (live streaming)
2Kamis, 2 12 2021 Sosialisasi LAM Teknik di lingkungan LLDIKTI 9, 11, 16 659 (live streaming pagi)
3Kamis, 2 12 2021 Sosialisasi LAM Teknik di lingkungan LLDIKTI 5, 6, 13 733 (live streaming siang)

4Sabtu, 4 12 2021 Sosialisasi LAM Teknik di lingkungan LLDIKTI 8, 12, 14, 15 677 (live streaming)
5Jumat, 31 12 2021 Peluncuran Operasionalisasi LAM (oleh Ditjen Diktiristek) 14434 (live streaming)
6Jumat, 4 02 2022 Workshop Instrumen Akreditasi Prodi Keteknikan di lingkungan LLDIKTI 6 daring
7Rabu, 23 02 2022 Sosialisasi LAM Teknik Insititut Teknologi Sepuluh Nopember daring
8Kamis, 24 03 2022 Sosialisasi IAPS LAM Teknik di lingkungan LLDIKTI 12 daring
9Sabtu, 19 03 2022 Sosialisasi Instrumen dan Matriks Penilaian Akreditasi 9 Kriteria LAM Teknik untuk 

Asosiasi Program Studi Teknik Kimia Indonesia (APTEKIM)
daring

10Kamis, 24 03 2022 Sosialisasi Peralihan Akreditasi Prodi dari BANPT ke LAM beserta 
Permasalahannya, LLDIKTI 1, Sibolangit

luring

11Kamis, 31 03 2022 Sosialisasi IAPS LAM Teknik di lingkungan LLDIKTI 7, Sidoardjo luring
12Kamis, 31 03 2022 Sosialisasi IAPS LAM Teknik di lingkungan LLDIKTI 8 daring
13Senin, 11 04 2022 Sosialisasi IAPS LAM Teknik di lingkungan LLDIKTI 15, Unika Widya Mandira, 

Kupang
14Rabu, 13 04 2022 Serba-Serbi Pelaksanaan LAM Teknik bagi Prodi Teknik Geologi di Indonesia 

(ASPRODITEGI)
daring

15Sabtu, 11 06 2022 Workshop Akreditasi LAM Teknik FT Universitas Malikus Saleh luring

16Jumat, 12 08 2022 Workshop Evaluasi Kurikulum dan Persiapan Akreditasi LAM Teknik Prodi 
Manajemen Rekayasa se-Indonesia di Toba, Sumatera Utara

luring

17Jumat, 19 08 2022 Kongres Nasional II Forum Komunikasi Program Profesi Insinyur di Denpasar luring
18Sabtu, 10 09 2022 Forum Berbagi 2022 Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Indonesia 

(BMPTTSSI)
daring

19Jumat, 23 09 2022 Diskusi Pimpinan PTS di lingkungan LLDIKTI 16 90 wakil PTS (luring)
20Jumat, 30 09 2022 Sosialisasi Akreditasi Nasional-Internasional bidang Teknik untuk FDTI, FDPNI, 

FPTVI di Makassar
200 (luring)

SOSIALISAsI (2020-2023)

LLDIKTI Jml
Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 3

Kota Tgl Kota Tgl Kota Tgl

1 SUMUT 1 Medan 10-Mar

2 SUMSEL 1 Palembang 15-Mar

3 DKI 1 Jakarta 08-Mar

4 JABAR & BANTEN 3 Serang 10-MarBandung 24-MayBogor 31-May

5 Yogya 1 Yogya 08-Mar

6 JATENG 2 Solo 09-MarTegal 24-May

7 JATIM 3 Malang 13-MarJember 24-MayMadiun 26-May

8 Bali NTB 2 Denpasar 15-MarLombok 31-May

9 SulSel 2 Kendari 14-MarMakassar 24-May

10 Padang-Riau-Jambi 2 Padang 15-MarPekanbaru 31-May

11 Banjarmasin 3 Balikpapan 23-MarPontianak 02-JunB.Masin 02-Jun

12 Maluku 1 Ambon 17-Mar

13 Aceh 1 Banda 08-Mar

14 Biak 1 Sorong 02-Jun

15 NTT 1 Kupang 17-Mar

16 Gorontalo 1 Palu 26-May

2021-
2022 >20x

>3500 
Prodi

2023 
>16x

>300 Prodi

• Dana “Swasembada”

• 32 anggota Tim

Sambutan positif  & adanya 
Permen 53

Diadakan lagi 2024



Kami membangun Sistem IT handal:
(LamTeknik, SAKTI, & MADRASS)

https://lamteknik.or.id/

https://lamteknik.or.id/


Bangun Sistem IT handal untuk pelayanan:
(LamTeknik, SAKTI, & MADRASS)



Ada yang kurang jelas?
Hubungi HUMAS kami saja

agar cepat terjawab &

+62 813-1524-7978
+62 857-8381-0387

info@lamteknik.or.id

Sekretariat LAM TEKNIK & 

IABEE

Graha Rekayasa Indonesia

lamteknik@pii.or.id



Setelah PERMEN 53/2023 (PENJAMU)

Secara umum Permenristekdikbud 53 thn 2023 ini merupakan

“Omni Bus Law” bidang PenJaMu yang mencoba menafsirkan kembali UU 12/2012



Perbandingan Daftar Isi PerMen PenJaMu

PerMen 53/2023

▸ Bab I Ketentuan Umum (Psl 1-2)

▸ Bab II Standar Nasional DIKTI (Psl 3-63)

▸ Bab III Standar DIKTI yang Ditetapkan PT (Psl 64)

▸ Bab IV Sistem Penjaminan Mutu PT (Psl 65-98)

▸ Bab V Pangkalan Data PT (Psl 99-100)

▸ Bab VI Ketentuan Peralihan (Psl 101-102)

▸ Bab VII Ketentuan Penutup (Psl 103-107)

PerMen 62/2016 

▸ Bab I Ketentuan Umum (Psl 1-2)

▸ Bab II Mekanisme Sist. PenjaMu Dikti (Psl 3-7)

▸ Bab III Pembagian Tugas & Wewenang (Psl 8)

▸ Bab IV Ketentuan Peralihan (Psl 9)

▸ Bab VII Ketentuan Penutup (Psl 10-11)

Secara umum Permen 53 ini merupakan

“Omni Bus Law” bidang PenJaMu yang mencoba menafsirkan kembali UU 12/2012

16



BAB II 
SN DIKTI 
(4 bagian) Psl 3-63



Bagian Kesatu: 
SN DIKTI



Bab II Standar Nasional PT

(Psl 3):

▸ Tujuan Umum

▸ SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional SN Dikti terdiri
atas: 

a. standar nasional pendidikan; 
b. standar penelitian; dan 
c. standar pengabdian kepada masyarakat. 



Bagian Kedua: 
SN Pendidikan



SN Pendidikan→ (Psl 6-51)

▸ Standar nasional pendidikan terdiri atas: 
a. standar luaran Pendidikan; → (Psl 6-10)
b. standar proses pendidikan; → (Psl 11-39) dan 

c. standar masukan pendidikan. → (Psl 40-51)



SN Pendidikan

▸ Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan standar kompetensi lulusan. → (Psl 6-10)

▸ Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 

a. standar proses pembelajaran; → (Psl 11-25)
b. standar penilaian; →(Psl 26-30)
c. standar pengelolaan. →(Psl 31-39)

▸ Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri atas: 

a. standar isi; →(Psl 40-45)
b. standar dosen dan tenaga kependidikan; →(Psl 46-47)
c. standar sarana dan prasarana; →(Psl 48-50) dan
d. standar pembiayaan. →(Psl 51)

Secara umum mirip dengan UU 12/2012



Perubahan SKS

Perubahan
Instrumen



Perubahan SKS

Perubahan
Instrumen



▸SINKRONISASI SAN & LAM
KRITERIA/ASPEK SAN 2023

BUDAYA MUTU

RELEVANSI

PENDIDIKAN

PENELITIAN

PkM

DIFERENSIASI 

MISI

AKUNTABILITAS

KRITERIA/ASPEK SAN 2023

KRITERIA 2,4,5

KRITERIA LAM TEKNIK 2019

KRITERIA 2 -

PPEPP

KRITERIA 1

KRITERIA 8, 94b

KRITERIA 7, 94b

KRITERIA 3, 6, 94a



Bagian Ketiga
Standar Penelitian



SN Penelitian→ (Psl 52-63)

Pasal 52

▸ Standar nasional penelitian terdiri atas: 
a. standar luaran Penelitian; → (Psl 53)
b. standar proses Penelitian; → (Psl 54-56) dan 

c. standar masukan Penelitian. → (Psl 57)

▸ Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan 
pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.



Bagian Keempat
Standar PKM



SN PKM → (Psl 58-63)

Pasal 58

▸ Standar nasional penelitian terdiri atas: 
a. standar luaran PKM; → (Psl 59)
b. standar proses PKM; → (Psl 60-62) dan 

c. standar masukan PKM. → (Psl 63)

▸ Standar PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan 
pelaksanaan PKM berdasarkan misi perguruan tinggi.



BAB III 
STANDAR DIKTI 
YANG DITETAPKAN 
OLEH PT (Psl 64)



1 Pasal saja (Psl 64)

(1) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan
penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang 
ditetapkan perguruan tinggi. 

(2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat
mutu dan keluasan substansi. 

(3) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah
mendapat pertimbangan: 

a. senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau

b. senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara bagi perguruan
tinggi swasta



BAB IV 
SISTEM JAMU DIKTI
(3 bagian) Psl 65-98



Bagian Kesatu: 
Penjamu DIKTI



Bab II Standar Nasional PT

(Psl 65):

▸ Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang 
ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti. 

▸ SPM Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang: 
a. akademik; dan 
b. nonakademik.

(Psl 66):

▸ SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi. 
(merupakan penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling
melengkapi.)

▸ SPM Dikti terdiri atas
SPMI → (Psl 67-70) dan 
SPME→ (Psl 71-98) 



Bagian Kedua: 
SPMI



SPMI → Psl 67-70 

▸ SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, 
dan dikembangkan oleh PT.

▸ SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan: penetapan; 
pelaksanaan;  evaluasi pemenuhan; pengendalian
pelaksanaan; dan peningkatan standar pendidikan tinggi. 

▸ Peran Kementerian (DIRJEN terkait) dengan kewenangannya:
▹ melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI pada PT. 
▹ menyusun pedoman implementasi SPMI bagi PT.

▸ LL DIKTI melakukan:
▹ fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI; dan
▹ verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI, di PT.



Bagian Ketiga
SPME
Pasal 71-98



Psl 71-76: Umum, Dasar & Instrumen

▸ SPME melalui Akreditasi untuk menentukan kelayakan PS dan PT atas dasar
kriteria mengacu SN Dikti.

▸ Prinsip Akreditasi: independent, akurat objektif, transparan, dan akuntabel

▸ LAM (dibentuk berdasar rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat
berdasarkan kewilayahan).

▸ BAN PT → Status: terakreditasi/tidak terakreditasi = PT memenuhi/tidak SN Dikti. 

▸ LAM → Status:
▹ Terakreditasi/tidak terakreditasi = PS memenuhi/tidak SN Dikti
▹ Unggul = PS memenuhi Standar LAM (lebih tinggi dari SN DIKTI & disetujui BAN PT). 



▸ Akreditasi dilakukan dengan instrumen yang disusun berdasarkan kriteria:
▹ standar luaran (yang diutamakan)
▹ standar proses, dan 
▹ standar masukan

▸ Instrumen Akreditasi disusun dengan mempertimbangkan: 
▹ fokus misi PT pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau PkM sesuai

peraturan perundang-undangan; dan 
▹ jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi. 



PERUBAHAN AKREDITASI

Pasal 75

(1) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri

atas: a. terakreditasi; b. terakreditasi unggul; atau c. tidak 

terakreditasi. 

(2) Status TERAKREDITASI sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN 

Dikti. 

(3) Status terakreditasi UNGGUL sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi

standar LAM. 

(4) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf c memiliki makna program studi tidak memenuhi

atau berada di bawah SN Dikti

TERAKREDITASI



Proses Akreditasi Baru

PS/PT baru (Psl 77)

▸ Syarat minimum → status terakreditasi sementara pada saat
memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari
Menteri. 

▸ Masa berlaku:
a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi. 

▸ Status terakreditasi ditetapkan BAN-PT atau LAM.



Proses Akreditasi Ulang

Akreditasi Ulang PS/PT (Psl 78-79)

▸ Wajib mengajukan 9 bulan sebelum masa berakhir. 

▸ Masa berlaku:
a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; atau
b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru. 
Status terakreditasi sementara ditetapkan BAN-PT atau LAM.

▸ Mekanisme asesmen (asesor) = 
a. dokumen usulan Akreditasi; dan 
b. data dan informasi dari PD Dikti. 

▸ Dapat dilengkapi asesmen lapangan (validasi fisik)



Jika tidak memenuhi SN DIKTI (Psl 80)

▸ BAN-PT atau LAM memberikan waktu 6 bulan sebelum menetapkan status 
tidak terakreditasi agar PT: 

a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan; 

b. tidak menerima mahasiswa; dan 

c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke: 
1. PT terakreditasi (sejenis/sesuai minat masing-masing mahasiswa); atau
2. perguruan tinggi lain. 

▸ Setelah BAN-PT atau LAM menetapkan status tidak terakreditasi: Menteri 
mencabut izin pendirian PT atau PS. 



Bab II SNPT: Pasal 81 → Automasi

▸ Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang
melalui mekanisme automasi

▸ Automasi = mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen
(asesor) dengan memantau dan mengevaluasi mutu PS & PT 
berdasarkan PD Dikti.

▸ Masa berlaku :
▹ a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
▹ b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

▸ Mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM



Pasal 82 → Akreditasi Ulang

▸ PS terakreditasi/terakreditasi sementara dapat mengajukan Akreditasi ulang
kepada LAM untuk → terakreditasi unggul. 

▸ Masa berlaku & mekanisme perpanjangan Status terakreditasi unggul
ditetapkan oleh LAM. 



Pasal 83 → Penurunan Mutu

▸ Dugaan penurunan mutu → BAN-PT/LAM dapat (??) melakukan Akreditasi Ulang
(asesmen oleh asesor) & dapat dilakukan sewaktu-waktu (??)

▸ Dugaan berdasarkan: 
a. data dan informasi pada PD Dikti, 
b. pengaduan masyarakat, 
c. permintaan dari Kementerian; dan/atau
d. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

▸ Jika tidak memenuhi SN Dikti→ masa perbaikan (paling lama): 
a. 1 (satu) tahun untuk PS; atau
b. 2 (dua) tahun untuk PT 

▸ PT/PS masa perbaikan tidak boleh menerima mahasiswa baru

▸ PT/PS dapat mengajukan Akreditasi ulang < masa perbaikan berakhir. Jika:
▹ memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM → status terakreditasi; 
▹ tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM → diberikan waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan

status tidak terakreditasi dan (idem Psl 80) → cabut izin PT/PS oleh Menteri



PS Vokasi bertransformasi (Psl 84)

▸ Status terakreditasi/Unggul dan bertransformasi dari: D1 → D2 → D3 → D4 
(S.Ter) → mendapatkan status terakreditasi pada saat izin penyelenggaraan
(Menteri) → Masa berlaku 2 (dua) tahun. 

▸ Status terakreditasi ditetapkan oleh LAM. 

▸ PT wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang kepada LAM bagi PS yang 
bertransformasi <9 bulan sebelum masa Akreditasi berakhir. 

▸ Mekanisme Akreditasi ulang mengacu pada mekanisme Akreditasi dengan
asesmen oleh asesor (Pasal 78). 

▸ Pasal 85→ Mengajukan Keberatan →Wewenang & Mekanisme ada pada 
BAN PT/LAM



Alur Akreditasi PS BARU

PRODI 
BARU 

TERAKREDITASI 
SEMENTARA

5 THN

AKREDITASI 
ULANG

melalui visitasi

BIAYA PEMERINTAH

9 bln sblm
tenggat

Gagal

TIDAK TERAKREDITASI
(DICABUT DAN TUTUP)

TER-
AKREDITASI

5-10 TAHUN0-5 TAHUN

SEMENTARA ULANG
PENGADUAN

AKREDITASI 
ULANG dgn

visitasi

BIAYA PEMERINTAH?

Perbaikan 1 thn
Tdk menerima MHSWTurun

Gagal



Alur Akreditasi PS LAMA

AUTOMASI

5-10 TAHUN

AKREDITASI 
AUTOMASI

SETIAP 5 TAHUN & SETERUSNYA

TER-
AKREDITASI

PENGADUAN

AKREDITASI 
ULANG dgn

visitasi

BIAYA PEMERINTAH?

Perbaikan
1 thn
Tdk

menerima
MHSW

Turun

Gagal

???

TIDAK TERAKREDITASI
(DICABUT DAN TUTUP)

Gagal



Alur Akreditasi PS UNGGUL

TER-
AKREDITASI

BIAYA UNIV
(STANDAR LAM)

AKREDITASI 
UNGGUL
(VISITASI)

SETIAP 5 TAHUN & SETERUSNYA

UNGGUL

Gagal

Berhasil



LAM TEKNIK setelah PERMEN 53?

Sosialisasi, 
Pelatihan & 
Pembinaan 
Prodi Teknik

Untuk:
1. Unggul 

2. Siap IABEE
3. Mitra IABEE 

(unggul Khusus)



Penyesuaian dengan PERMEN 53/2023

PRODI 
BARU 

RE-AKREDITASI 
MELALUI 
VISITASI

BIAYA PEMERINTAH

9 bln sblm 
tenggat

TER-
AKREDITASI

BIAYA PEMERINTAH

AUTOMASI

BIAYA UNIV
(STANDAR LAM)

AKREDITASI 
UNGGUL
(VISITASI)

(modifikasi) Instrumen 
LAM TEKNIK

SK BAN-PT 12 & 13 (2021)

Instrumen Automasi

LAM TEKNIK

Instrumen LAM TEKNIK

SK BAN-PT 12 & 13 

Instrumen Khusus 
IABEE-LAM TEKNIK

20 butir

• Perhitungan Kembali Keuangan
• Pelatihan/Sosialisasi



Automasi: masih harus Sinkronisasi data



Beberapa Permasalahan
1. Perubahan Instrumen→ Sosialisasi (waktu & biaya), Siapa Bertanggung jawab?

2. Gagal = tidak ada pembinaan → cabut izin & wajib pindahkan mhsw

3. Jenis akreditasi terlalu banyak → instrumen

4. Sistem multi tafsir → instrumen

5. Pengaduan dimungkinkan banyak pihak

6. Automasi Engine to Engine →

▹ Lamban (uji AIPT oleh BAN PT 5 jam /prodi)

▹ Manusia di balik Mesin (siapa? Resiko moral )

7. Tidak ada peringkat → kebingungan “Baik Sekali”

8. Tidak ada penyetaraan→ dobel kerja & biaya

9. Internasional (Lembaga asing) tak perlu BAN/LAM → bagaimana dgn pemenuhan SN DIKTI?

10.Status Akreditasi PD DIKTI harus mampu membaca berbagai kemungkinan

11.Kenaikan biaya Akreditasi Unggul (karena akreditasi “biasa” tidak dibayari oleh pemerntah)

→ Potensi Konflik

Perlu Revisi
atau tunda
PERMEN 53



Terimakasih
Komitmen mutu layanan: Rintis ISO 9001:2015


